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PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan pencegahan terjadinya
tindak pidana korupsi dan mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme di lingkungan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional, perlu upaya Pengendalian
terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi
Aparatur Sipil Negara Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,

bahwa untuk upaya Pengendalian terhadap penerimaan
maupun pemberian gratifikasi perlu dibuat peraturan
mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional tentang Pedoman Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan
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Mengingat

Keluarga Berencana Nasional,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);
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6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273 /PER/B4/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Provinsi;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni
meliputi pemberian wuang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,
dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.

2. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat

UPG adalah wunit yang dibentuk atau ditunjuk oleh
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Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional untuk melakukan fungsi pengendalian
gratifikasi.

Aparatur Sipil Negara Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat
ASN BKKBN adalah pegawai negeri sipil, pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara
negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya di lingkungan BKKBN,
termasuk pejabat/pegawai yang ditugaskan
(diperbantukan atau dipekerjakan) pada organisasi atau
instansi lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelapor adalah ASN BKKBN yang menyampaikan laporan
atas penolakan, penerimaan, pemberian gratifikasi.
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana ASN
BKKBN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan
pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap
penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat
mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan adalah
pihak lain yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
pelayanan BKKBN, memiliki kepentingan terhadap
kebijakan BKKBN, atau dapat terkait dan berpengaruh
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap
satu kebijakan BKKBN.

Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum
di luar BKKBN yang berinteraksi dan bekerjasama
dengan BKKBN termasuk tapi tidak terbatas pada
penerima jasa, pemasok, agen.

Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang
diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk persyaratan
atau nilai, untuk semua peserta, tamu, undangan,
pegawai, nasabah, atau konsumen.

Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi ASN BKKBN

yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
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serta jabatannya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga
Pemerintahan Non Kementerian yang memiliki tugas
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BKKBN

dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang

ketentuan gratifikasi dengan tujuan :

a.

tumbuhnya kesadaran pelaporan gratifikasi bagi para
ASN BKKBN yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam
pelaksanaan tugas; dan

terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang bersih

dari praktik gratifikasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a
b.

a0

kewajiban ASN BKKBN;

jenis Gratifikasi;

UPG;

tata cara pelaporan Gratifikasi,

penanganan laporan Gratifikasi dan pelaporan hasil
penanganan,;

penetapan status barang Gratifikasi;

penyerahan barang Gratifikasi; dan

perlindungan dan sanksi.
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